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menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yaitu
berupa sulitnya meminta keterangan terhadap anak yang merupakan
korban kekerasan seksual tersebut. Kadang anak tidak mau menceritakan
atau memberitahu apa yang sudah terjadi terhadap dirinya kepada orang
lain. Selain itu, orangtau dari korban kekerasan seksual tersebut,
seakan-akan menutupi apa yang telah terjadi kepada anaknya karena
menurutnya hal tersebut akan merusak nama baiknya serta adanya stigma
dari masyarakat yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi
korban kekerasan seksual adalah kotor. Kemudian, adanya intimidasi dari
pelaku terhadap korban, jika korban berani melapor. Adanya beberapa
faktor tersebut, sangat menghambat upaya penanggulangan tindak

pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak poleh Polda DIY.

BAB Il

PENUTUP

A. KESIMPULAN
Bedasarkan uraian dan analisis pada bab- bab sebelumnya, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang
diajukan dalam penulisan hukum ini sebagai berikut :
1. Upaya yang dilakukan oleh polisi DIY dalam menanggulangi
tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah upaya

non-penal dan upaya penal.
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a. Upaya non-penal yang bersifat preventif yaitu berupa usaha untuk
mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan
menghapuskan faktor kesempatan. Pencegahan yang dilakukan
oleh pihak kepolisian yaitu berupa memberikan penyuluhan
terhadap anak baik yang diberikan melalui guru-guru yang ada di
sekolahnya maupun dari orangtua langsung. Selain memberikan
penyuluhan, pihak kepolisian juga melakukan razia ke
warnet-warnet dan melakukan pmeblokiran dari siitus-situs porno.

b. Upaya penal yang bersifat represif yaitu tindakan lanjutan yang
diberikan setelah dilakukannya upaya preventif, Upaya yang
dilakukan apabila setelah perbuatan yang bersifat pelanggaran atau
kejahatan terjadi. Kepolisian mengadakan penyelesaian dalam
bentuk memeriksa seseorang atau orang-orang yang yang disangka
melakukan perbuatan itu, melakukan penyidikan dan penyelidikan,

mengumpulkan bukti- bukti dan menetapkan sebagai tersangka.

2. Kendala-kendala yang dialami Polda DIY dalam menanggulangi tindak
kekerasan seksual yang terjadi pada anak adalah kendala internal dan
kendala eksternal. Kendala internal yang dihadapi yaitu berupa faktor SDM
yang kurang perhatian dari pemerintah, kemudain kurangnya dana yang
diberikan oleh pihak pemerintah kepada pihak kepolisian dalam
melaksanakan tugasnya. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi oleh

pihak kepolisian adalah sulitnya mendapatkan keterangan dari anak ataupun
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orangtua yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu yang
mempengaruhi faktor eksrternal adalah adanya stigma dari masyarakat
yang mengatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban kekerasan

seksual adalah kotor.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan

agar dilakukan hal- hal sebagai berikut:

1. Para penegak hukum harus lebih serius lagi menangani
kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak, karena

semakin marak terjadi dimasyarakat.

2. . Polri harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-
pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-
penyuluhan ditempat pendidikan, lebih sering melakukan
razia terhadap wanernet-warnet yang bebeas menyimpan

situs porno.
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